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PENDAHULUAN

-  Peraturan Perusahaan (PP) merupakan instrumen hukum internal yang mengatur syarat
kerja, tata tertib perusahaan, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta tata
hubungan ketenagakerjaan di lingkungan Perseroan Terbatas (PT).

- Didalam PP Nomor 35 Tahun 2021 mencantumkan atas Perubahan regulasi melalui UU
Cipta Kerja memperkenalkan model pengaturan hubungan kerja yang lebih fleksibel,

- Pengimplementasi ketentuan peraturan perusahaan seringkali tidak berjalan semestinyq,
serta ketidaksinkronan antara norma hukum dan pelaksanaan dillapangan.

- Perubahan sistemik dalam regulasi ketenagakerjaan justru menuntut perusahaan untuk
semakin memahami dan mematuhi mekanisme penyusunan norma internal, agar tidak
melanggar ketentuan yang lebih tinggi dan hak-hak pekerja

- penerapan PP tanpa pengesahan juga bertentangan dengan asas good corporate
governance (GCG), khususnya asas kepatuhan (compliance) dan keterbukaan
(transparency). Dalam konteks pembangunan nasional.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. bagaimana prosedur pengesahan PP sesual kefentuan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014;

2. bagaimana implikasi hukum atas penyusunan dan penerapan
PP tanpa pengesahanindustrial.
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Metode

] . Penelitian ini menggunakan metode penelitiaon hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) untuk mengkaiji legalitas penerapan peraturan perusahaan sistem hukum

di Indonesia yang belum disahkan.

2. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaoan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

3. Bahan hukum sekunder mencakup dokirin, buku teks hukum ketenagakerjaan, dan artikel jurnal relevan

mengenai kepatuhan perusahaan dalam penyusunan peraturan internal.
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Hasil

1. Dalam hukum ketenagakerjaan dikenal adanya pembedaan norma menjadi aturan
heteronom dan afuran otfonom yang berfungsi mengatur hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha.

« Kedudukan Peraturan Perusahaan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan.
« Tahapan Pengesahan Peraturan Perusahaan Menurut Permenaker Nomor 28
Tahun 2014.

2. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP) merupakan
norma otonom yang dibentuk oleh pengusaha untuk mengatur syarat kerja dan tata
tertib di lingkungan perusahaan.

* Implikasi Hukum terhadap Hubungan Kerja dan Hak Pekerja.

 Implikasi Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan yang belum Mendaftarkan
Peraturan Perusahaan.
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Pembahasan

Ketidakpatuhan terhadap kewaqjiban pengesahan PP menciptakan ketidakpastian
hukum (legal uncertainty) dalaom hubungan industrial dan berpotensi merugikan kedua
belah pihak. Bagi pekerja, terdapat risikko perlakuan yang tidak didasarkan pada
norma yang sah; sedangkan bagi perusahaan, terdapat risiko gugatan PMH,
pembatalan sanksi, serta sanksi administratif dari negara. Oleh karena itu, dari sudut
pandang tfeori kepastion hukum dan asas perlindungan  dalaom  hukum
ketenagakerjaan, pengesahan PP merupakan elemen esensial yang fidak dapat
diabaikan. Kepatuhan terhadap prosedur formil ini menjadi prasyarat legitimasi
normatif dan perlindungan hukum dalam praktik hubungan kerja modern.
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Temuan Paling Penting

v’ tidak terpenuhinya unsur legalitas administratif sehingga PP kehilangan kekuatan
mengikat secara normatif;

v terbukanya peluang sanksi administratif dari instansi pengawas ketenagakerjaan;

\/’rimbulnyo potensi sengketa hubungan industrial karena klausul dalom PP dapat
dipersoalkan keabsahannya

\/kemungkinon dikualifikasikannya kewaqjiban pengesahan sebagai syarat formil yang
memengaruhi keberlakuan klausul tertentu dalom perjanjian kerja. Dengan demikian,
kepatuhan terhadap prosedur pengesahan bukan sekadar formalitas administrafif,
melainkan bagian integral dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak

dalam hubungan industrial.
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Manfaat Penelitian

penelitian ini secara teoretis memberikan kontribusi terhadap
pengembangan doktrin  hukum ketenagakerjaan, khususnya
mengenail hubungan antara norma administratit dan keabsahan
hubungan kerja dalam kerangka hukum perjanjian. Secara
praktis, penelitian ini menjadi pedoman bagi Perseroan Terbatas,
pekerja, konsultan hukum, dan instansi ketenagakerjaan dalam
memahami batasan kewenangan, kewajiban administratif, serta
rnsiko  hukum yang ftimbul dari pemberlokuan PP ftanpa
pengesahan.
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